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 Berdasarkan hasil analisa sebagaimana telah diuraikan dalam bab 
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai lembaga negara 
yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kedudukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hukum ketatanegaraan 
adalah sebagai komisi negara (state auxialiary organ) yang dibentuk 
menurut undang-undang. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik 
hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga pemberantas tindak 
pidana korupsi yang cukup kuat, bukan berada di luar sistem 
ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem 
ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memberikan kewenangan yang sangat besar dan luas kepada penyidik 





kepolisian dan kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat 
mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan mensupervisi lembaga 
Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.  
2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
menjalankan kedudukan dan kewenangannya dilihat dari segi yuridis, 
teoritis serta pelaksanaannya yaitu meliputi : 
a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbatas dalam menghadapi 
masalah kasus-kasus korupsi yang begitu banyak,  
b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mempunyai 
kewenangan sendiri untuk memilih penyidik, sehingga selama ini 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan terlalu tergantung 
terhadap kepolisian dan kejaksaan yang akan mempengaruhi 
independensi dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) itu sendiri, 
c. Konflik yang terjadi antar lembaga. Pertikaian Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Komisi III DPR atau saling bantah Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial dan yang terakhir antara Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan Badan Anggaran DPR berujung pada tindakan mogok 
Badan Anggaran, merupakan salah satu hambatan besar yang tidak 
seharusnya terjadi, 
d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhasil 





e. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap momok bagi 
sebagian lembaga, khususnya lembaga pemerintahan seperti DPR 
dan MPR, 
f. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak bisa 
menyelesaikan kasus korupsi sendiri. 
3. Upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 
a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera merealisasikan 
pengajuan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 
perihal penambahan kewenangan untuk memilih sendiri penyidik 
dan penuntut di luar lingkup kepolisian dan kejaksaan, 
b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjalin 
kerjasama dan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya 
dalam menangani perkara korupsi. Bila Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) eksklusif, maka Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) tidak akan mampu menangani kasus yang begitu banyak. Itu 
dilakukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu 
mendeteksi gejala-gejala korupsi, 
c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menunjukkan 
kinerjanya dan independensinya dalam pemberantasan korupsi, 
d. Langkah pembersihan terhadap lembaga legislatif dan lembaga 





wewenang dan penyimpangan anggaran, sudah semestinya menjadi 
prioritas yang harus didukung oleh semua pihak terutama untuk 
mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
mengatasi hal-hal tersebut, 
e. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menyelesaikan 
dan menghentikan konflik yang menyebabkan disharmoni dengan 
lembaga-lembaga lainnya agar tidak menjadi kontra-produktif di 
tengah upaya berbagai pihak yang memimpikan hadirnya negara 
yang kuat, adil dan menyejahterakan rakyat, 
f. Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa melaksanakan tugasnya 
sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus 
memaksimalkan pemberantasan korupsi melalui fungsi koordinasi 
dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 
penegak hukum lainnya, 
g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh memonopoli 
penanganan kasus korupsi karena Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memang tidak didisain untuk menangani semua kasus 
korupsi. Koordinasi antara lembaga penegak hukum penting 
dilakukan, fungsi koordinasi dan supervisi merupakan tugas yang 








 Berdasarkan  penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada Bab I 
dan II sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait 
kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu 
lembaga independen, antara lain: 
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan agar tetap optimal 
memberantas korupsi. Menurut penulis Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) juga harus menerapkan metode tebang pilih dalam 
membekuk para koruptor. Sebagai lembaga bantu negara yang bersifat 
independen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus fokus pada 
empat jalur utama transaksi korupsi antara lain, grand corruption, 
bureaucratic corruption, judicial corruption, dan legislative 
corruption," 
a. Grand corruption adalah perilaku politik yang menggunakan 
kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan nasional. 
Tujuannya untuk kepentingannya sendiri atau kelompok di atas 
tanggungan atau biaya rakyat. 
b. Bureaucratic corruption ialah perilaku korupsi yang dilakukan 
para birokrat dalam berhubungan dengan elit politik maupun 
dengan public 
c. Judicial corruption ialah perilaku polisi, jaksa dan hakim yang 





d. Legislative corruption ialah transaksi yang mengakibatkan perilaku 
pengambilan pilihan (voting behavior) para anggota legislatif. Ini 
berpihak pada kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang 
melakukan segala bentuk penyuapan. 
2. Penulis berharap DPR selaku Pembuat Undang-Undang atau yang 
memegang kekuasaan legislatif perlu membuat dalam Peraturan 
Perundang-Undangan adanya mekanisme penataan terhadap lembaga 
negara baru yang lebih sistematis lagi sehingga tidak 
membinggungkan masyarakat pada umumnya. Kelembagaan State 
auxialiary organ atau state auxialiary institutions seyogyanya diatur 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Penulis juga berharap kepada masyarakat serta pemerintah untuk 
memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
agar kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat segera 
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